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Mengingat

“bahwa kerja "sama antara Kepolisian Negara Republik
' __Indonesza dengan lembaga negara, .lembaga . pemeriniah
_ 'maupun lémbaga nonpemerintah, organisasi internasional,
* organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat baik yang

berada di dalam maupun di luar neger, diperlukan dalam

“rangka membangun kermtraan untuk kelancaran tugas-
tugas Kepohsxan :

bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

.- Indonesia . Nomor. 10 Tahun 2006 tentang Panduan
-.Penyusunan ‘Nota Kesepahaman, ~masih - terdapat
-kekurangan  dan belum dapat menampung kebutuhan
dalam penyusunan naskah kerja sama, sehmgga peria

d1gant1,

bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepaia Kepolisian Negara Republik Indonesia  tentang
Panduan Penyusunan 'Kerja Sama Xepolisian Negara
Republik Indonesia; : 2

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

-Indonesia Nomor 4012};

Undang-Undang Nomor 2 Tahum 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunr 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168};

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja sama Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

4, Peratgran ......




Cla : ' Peraturan Presicieﬁ f}é:fn'i)r 52 Tahun 2010 tentang Susunan
- Organisasi _dan Tata Kexja Kepoksmn Negara Republik
indonesza ' ‘

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
' L INDONESIA TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN KERJA SAMA
KEPOLISIAN NEGARA REFUBLIK INDONESIA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasai 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepoiisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
- ‘adalah ‘alat negara yang berperan dalam memeithara keamanan dan
‘ketertiban - masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan
~perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam

" rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. . Naskah kerja sama adalah suatu dokumen yang berisi kesepakatan
bersama antara kedua belah pihak atau lebih tentang suatu objek yang
mengikat untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum.

3. Kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara
-Republik “Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah
“maupun lembaga nonpemerintah, lembaga organisasi internasional,
lembaga organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat baik yang
berada di dalam maupun di luar negeri, vang dibuat secara tertulis
dalam naskah kerja sama dengan bentuk-bentuk tertentu yang
menimbulkan hak dan kewajiban.

4, Kexjé sama induk adalah kerja sama para pihak yang akan dijadikan
sebagai landasan bagi kerja sama yang bersifat lebih teknis.

5. Lembaga negara adalah organ negara vang menjalankan kekuasaan
negara di bidang eksekutif, legisiatif dan yudikatif, sebagai perwujudan
negara demokrasi.

6. Lembaga pemerintah adalah semua instansi pemerintah vang
melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di  lingkungan
eksekutif, baik di pusat maupun daerah termasulk komisi-komisi, dewan,
badan yang mendapat dana dari APBN/APBD.

7. Lembaga nonpemerintah adalah sermua lembaga swasta yang seluruh
modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak menggunakan APBN/APBD.

8. Organisasi nonpemermtah /swadaya masyarakat adalah organisasi yang
tidak mencari keuntungan materi, didirikan secara sukarela oleh
masyarakat, baik pada skala lokal maupun internasional, dan bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui
sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk
membuat perjanjian internasional.

10. Perjanjian ......




. >
" tertentu, yang diatur: daiam -hukum ‘internasional yang dibuat secara
*tertulis serta memmbuikan hak dan’ kewajlban éx bldang hukum
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12.

Perjanpan Internaszonal adalah pemanjlan dalam bentuk dan nama

Kelompok Kerja yang selanjutnya dlsebut Pekja adalah sekelompok orang

yang melakukan kegiatan penyusunan suatu produk yang akan
menghasﬂkan kesepakatan untuk mengatur hak dan kewapban para
pihak. - : S

Surat Kuasa, (Full. Power) adaiah surat. yang dikeluarkan oleh Menteri

Luar Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang memberi

‘kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah atau

Negara Repubhk Indonesia, untuk menandatangani ‘atau menerima
naskah perjanjian yang menyatakan persetujuan pemerintah Negara
Republik Indonesia untuk menglkatkan diri. pada suatu  Perjanjian
Internasional.

Pasai 2

Tujuan dari Peraturan ini:

a.

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan/pelaksanaan kerja sama
antara Polri dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun
lembaga  nonpemerintah, = organisasi internasional, organisasi
nonpemerintah/swadaya masyarakat, balk yang berada di dalam
maupun di luar negeri, dan g

pelaksanaan ker_]a sama PoIr; dapat beqalan dengan batk, tertib, iancar,
efektif dan efisien.

Pasal 3
Prinsip-prinsip dari peraturan ini:
a. kejelasan tujuan;
b. kejelasan rumusan;
C. saling menguntungkan;
d. kesetaraan;
e. dapat dilaksanakan;
f. kepentingan umum; dan
. efeltif dan efisien,
BABII

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama

Pasal 4

Jenis penyelenggaraan keria sama Polri terdiri dari:

a.
b.

kerja sama dalam negeri; dan

kerja sama luar negeri.
Pasal 5 ...




- 456
. Pasal 5.

e ::'_['1} ;Kega sama da}a.rn negen sebagazmana dlmaksud dalam Pasgal 4 huruf a,
' : d1selenggarakan pada tangkat '

“a. " 'Mabes Polri;
b Polda;dan .
e Polres.

'_*'-'.Kerja sama dalam negeri - sebagwmana dimaksud pada ayat (1)
' f'dlselenggarakan dengan :

- a. lembaga negara;
b :lembaga pemerintah;
““c.. ' lembaga nonpemerintah; dan
d organisasi nonpemerintah /swadaya masyarakat.

Pasal 6

{1) Penyelenggaraan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
' Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan:

a. lembaga pemerintah negara asing;
b. organisasi internasional; dan
c. organisasi nonpemerintah /swadaya masyarakat.

{2) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral.

(3] Penyelenggaraan kerja sama Polri dengan pihak luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:

a. tingkat Mabes Polri; dan
b. tingkat Polda, setelah mendapatkan izin dari Kapolri.

#4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat teknis.

{5) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikoordinasikan oleh:

a. Staf bidang Operasi Polri (Sops Polri) bersama-sama dengan Divisi
Hubungan Internasional {Divhubinter} Polrd, untuk tingkat Mabes
Polri: dan

b. Biroops Polda bersama-sama dengan Sops Polri dan Divhubinter

Polri, untuk tingkat Polda.

Pasal 7
(I} Penyelenggaraan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, meliputi
bhidang:
a. tugas operasional;

b. kerja sama teknis;

¢. pendidikan ....
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£ :{ penelman dan pengembangan smtem dan metode

Penyelengga:aan ker;a ‘sama sebagalmana dimaksud pada ayat {1},

<+ bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepolzsxan
' dan pihak yang beker_]asama S b :

Vi Bagian Kedua
 Bentuk Kerja Sama

Pasal 8

_Ker_za sama mduk dibuat antara plhak Ma‘nes Polri dengan pihak Jain dan

berlaku bagi seluruh jajaran Polri,

Kerja sama induk dapat dilaksanakan oleh Polda, apabila:

a. kerja sama tersebut belum pernah dibuat oleh Mabes Polri; dan
b. tidak dilakukan dengan piha.k luar negeri.

Kerja sama mduk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1}, dapat disusun
dalam bentuk: : :

a. Nota Kesepahaman {Mémorandum of Understanding); atau
b. bentuk-bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal ©

Kerja sama teknis merupakan jabaran dari kerja sama induk yang
bersifat lebih teknis.

Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat berupa:
a. pedoman kerja;

b. pedoman pelaksanaan;

<. Standar Operasional Prosedur (SOP); atau

d. bentuk-bentuk lainnya yang disepakati oleh para pihak.
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o Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dan Koordinasi

- Pasal 10

Penyelenggara kerja sama dalam negeri pada tingkat Mabes Polri, wajib

memberitahukan pelaksanaannya kepada Asisten Kapolri bidang Operasi

- {Asops Kapolr).

o

; :Penyeleﬁgga:a- kerja ~sama -~luar negeri, wajib memberitahukan
“pelaksanaannya kepada Kadivhubinter Polri dan Asops Kapoiri.

Pasal 11

"Penyelenggaraan kerja sama dalam negeri pada tingkat Polda, wajib

dilaporkan kepada Kapolr, ‘dengan tembusan Asops Kapolri, Kadivkum
Polri, Kabidkum Polda, dan Kepala Satuan Fungsi terkais tingka: Polda.

Penyelenggaraan kerja sama dalam negeri pada tingkat Polres, wajib

. dilaporkan .. secara berjenjang kepada Kapolda dan Kapolri dengan

tembusan Asops Kapolr, Kabidkum Polda, dan Kepala Satuan Fungsi
terkait tingkat Polda.
Pasal 12

Penyelenggaraan kerja sama pada tingkat Mabes Polri sebagaimana
dirnaksud dalamt Pasal 10 dilaksanakan sebagai berikut:

a. Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga (Karo Kerma KL)
Sops  Polri  sebagal  koordinator pelaksanaan kerja sama
di lingkungan Polri, menyelenggarakan hubungan kerja dengan
Bagkerma/Bidkerma/Subbagkerma/ Subditkerma/pengemban
fungsi kerja sama di lingkungan Mabes Polri dan Polda;

b. hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan
sebagai berikut:

1. Rokerma KL Sops Polri memberikan arahan tentang
penyelenggaraan kerja sama yang dilakukan oleh satuan
fungsi di lingkungan Mabes Polri dan satuan kewilayahan;

2. Rokerma KL Sops Polri melakukan monitoring, pendataan,
pendokumentasian dan evaluasi  terhadap  seluruh
pelaksanaan kerja sama, baik dalam maupun luar negeri;

3. Bagkerma/Bidkerma/Subbagkerma/Subditkerma/pengemban
fungsi kerja sama di tingkat Mabes Poiri wajib
memberitahukan dan/atau mengikutsertakan Rokerma KL
Sops Polri dalam setiap pelaksanaan kerja sama, termasuk
mengirimkan  salinan naskah kerja sama  termasuk
mengirimkan salinan naskah kerja sama yang telah
ditandatangani; dan

4. Bagkerma/Bidkerma/subbagkerma/subditkerma/pengemban
fungsi kerja sama di tingkat Mabes Polri dan Polda wajib
melaporkan tindak lanjut dari setiap pelaksanaan kerja sama
kepada Rokerma KL Sops Polri.




e Bldkerma/ Subbagkerma/Subditkerma/ pengemban ;- fungsii kerja - sama
- .-di 'tingkat Mabes - Polri wajib. berkoordmasx dengan Asops Kapoln dan

B E3]

(2}

Dalam hal kelja sarna luar negen, Rokerma KL Sops Polr; / Bagkerma/

Kadwhubmter Poln :'_ N U

Pasal 13

Penyeienggaraan ker]a sama pada tmgkat Polda sebagaxmana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat {1} dxlaksanakan sebagal berikut:

a. - Karoops Polda sebagau % koordmator satuan fungsi dalam
"pelaksanaan kelj]a sama ch tmgkat Polda, '

b. hubungan kerja sebagalmana dxmaksud huruf a dilaksanakan
-sebagai berikut: : Silnmniiiy
1. Bircops Poida membenkan arahan tentang penyelenggaraan

kerja sama vyang telah dibuat oleh Mabes Polri, Polda
di tingkat Polda dan Polres;

2. Biroops Polda memberikan arghan tentang penyelenggaraan
kerja sama yang akan dibuat oleh satuan fungSi tlngkat Polda
dan Poires;

3. Bm)ops Polda nielalqikan monitoring, pendataan dan evaluasi

terhadap seluruh pelaksansan kerja sama yang dilakukan
oleh satuan fungsi di tingkat Polda dan Pelres;

4. satuan fungsi di tingkat Polda wajib melaporkan setiap
pelaksanaan kerja sama, termasuk mengirimkan salinan
naskah kerja sama vang telah ditandatangani kepada
Kapolda, dengan tembusan Karcops Polda dan Kabidikum
Polda; dan

5. Kapolda wajib melaporken setiap pelaksanaan kerja samsa,
termasuk mengirimkan salinan naskah kerja sama yang telah
ditandatangani kepada Kapoln, dengan tembusan Asops
Kapolri, Kadivkum Polri dan Kasatfung terkait tingkat Mabes
Polri,

Dalam hal penyelenggaraan kerja sama dengan pihak luar negeri, Polda
wajib meminta izin kepads Kapolri serta berkoordinasi dengan Asops
Kapolri dan Kadivhubinter Polri.

Pasal 14

Penyelenggaraan kerja sama pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud
Pasal 11 ayat (2} dilaksanakan sebagai berikut:

a.

Kabagops Polres sebagai keordinator satuan fungsi dalam pelaksanaan
kerja sama di tingkat Pelres; dan

hubungan kerja sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan sebagai
berikut:

1. Bagops Polres memberikan arahan tentang penyelenggaraan kerja
sama yang telah dibuat Mabes Poiri/Polda/Polres kepada satuan
fungsi Polres dan Polsek;

2. Bagops Polres memberikan arahan tentang penyelenggaraan kerja
sama yvang akan dibuat oleh satuan fungsi Poires;

3. Bagops ...
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':.'3. . ---."Bagops Polres rnelai{ukan momtormg, ‘pendataan dan -evaluasi
R terhadap seluruh pelaksanaan kexja sama cia_n d}laporkan kepada
i Kapolres dan . : )

4, -Kapolres wajzb melaporkan setiap pelaksanaan kerja sama,

: termasuk mengirimkan  salinan naskah kerja sama yang telah

ditandatangani kepada Kapolda, dengan tembusan Karoops Polda,
Kabidkum Polda dan Kasatfung terkait tingkat Polda.

BAB HI
T.&HAPAN KERJA SAMA

Baglan Kesatu
Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 15

Tahapan kerja sama dalam negeri sebagai berikut:
a. penjajakan/ penntman

b. pembuatan konsep awal {initial drafi} atau pembuatan konsep tanggapan
" [counter draft) yang dibuat oleh pihalk lain;

pembentukan Pokja;

pembahasan substansi materi (internai Polri);

pembahasan substansi materi dengan pihak lain;

'pe_rmintaa'n verifikasi (fegal draft) kepada Divkum Polri/Bidkum Polda;
finalisasi naskah kerja sama;

paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri atau Kapolda atau Kapolres:
penyempurnaan naskah kerja sama bersama pihak lain;
penandatanganan naskah kerja sama;

penyimpanan naskah kerja sama;

bila diperlukan, dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan naskah kerja
sama teknis;

sosialisasi;

@t o

an

= e

8

a2

pelaksanaan; dan
0. monitoring dan evaluasi.

Pasal 16

Tahapan kerja sama dalam negeri pada tingkat Mabes Polri sebagai berikut:

a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:
1. satuan fungsi pemrakarsa mengirim surat kepada pihak lain yang
akan diajak bekerja sama, dengan tembusan Kapolri dan Asops
Kapolri;
2. pembuatan konsep awal naskah kerja sama oleh satuan fungsi

pemrakarsa dengan mengikutsertakan Divkum Polri;

3. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang
mengikutsertakan fungsi terkait;

4. pembahasan ..... .




R pembahasan substanm materi {mterna} Poln}

B i -__pembahasan substansz maten dengan plhak la_zn, _:' -
6. pengmman konsep naskah kexja sama hasﬂ Pok_la kepada Dwkum
s Polrd untuk mendapatkan venﬁkam, :
_ 7 setelah venﬁkam seleseu, se}an_]utnya dxbahas kembah dengan
R __p1hakiajn, : DAL . .
8. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapo}n atau pejabat yang
.:_.-.__'dltun}uk dan ... . ST
9, . setelah . kedua beiah p1hak sepakat kemud1an dibuat acara
FORIn . 'penandatanganan naskah kerja sama. R :
bl m131atif kega sama berasal dam pmak lain: -
1. dalam hal satuan fungsi menerima pembemtahuan dari pihak lain
mengenai permintaan dilakukan kerja sama, maka satuan fungsi
... . yang menerima permintaan kerja sama melaporkan kepada Kapolri
s ... .. dengan tembusan Asops Kapoln mengenai akan dﬂakukan kerja
- sama tersebuy; _ _ T _ _
2. satuan fungsi pemrakarsa membuat konsep tanggapan dengan
mengikutsertakan D1vkum Poln dan koordinasi dengan Biro Kerma
KL Sops Polri; y
3. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang
mengikutsertakan fungsi terkait;
&, pembahasan substansi materi (internal Polri;
3. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
6. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum
Polri untuk dilakukan verifikasi; '
7. setelah dilalukan verifikasi oleh Divkum Polri, selanjutnya satuan
fungsi pemrakarsa membahas kembali dengan pihak lain;
8. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapoiri atau pejabat yang
ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Polga; dan
9. setelah konsep mnaskah kerja sama disepakati, dilaksanakan

penandatanganan.

Pasal 17

Tahapan Kerja sama dalam negeri pada tingkat Polda sebagai berikut:

a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:

1.

Polda mengirim surat kepada pihak lain yang akan diajak bekerja
sama;

pembuatan konsep awal naskah kerja sama oleh satuan fungsi
pemrakarsa dengan mengikutsertakan Bidkum Polda;

Kapolda memerintabkan Birc Ops Polda untuk membuat surat
permintaan nama personel Polri yang akan diikutsertakan dalam
Pokja kepada satuan fungsi terkait, selanjutnya dibuatkan Surat
Perintah Kapolda;

pembahasan substansi {internal Polrij;

5. pembahasan ...




' .'_'pembahasan substans;. maten dengan pihak lain;

6. Ipengmman i{onsep nasicah ker_;a sama hasil Pokja kepada Bidkum
w0 - Polda untuk mendapatkan verifikasi; .
7. “setelah ditakukan verifikasi oleh Bldkum Polda, selan;utnya satuan
i fungsi pem_rakarsa menindaklanjuti rekomendasi Bidkum Polda;
8. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolda atau pejabat yang
o ditunjuk dan-dihadird oleh seluruh tim Pokia;
9, setelah kedua belah pihak sepakat dlbuat acara penandatanganan
T naskah kerja sama; dan . - :
‘10.  Kapolda melaporkan kerja sama tersebut kepada Kapoiri dengan
o tembusan Asops Kapolri, Kadivkum Polri dan kasatfung terkait
. ... tingkat Mabes Polri.
Cbhouin 1nis1at1f kerja sama berasal dan p]haix lam
1, dalam hal satuan fungsi menerima pemberitahuan dari pihak lain
' ‘mengenai permintaan dilakukan kerja sama, maka satuan fungsi
yang menerima permintaan kerja sama melaporkan kepada
'+ Kapolda mengenai akan dilakukan kerja sama tersebut;
2. satuan fungsi pemrakarsa membuat konsep tanggapan dengan
mengikutsertakan Bidkum Polda dan koordinasi dengan Biroops
Polda dalam rangka persiapan Pokja;
3. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang
mengikutsertakan satuan fungsi terkait;
4. pembahasan substansi materi (internal Folri);
pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Bidkum
Polda untuk mendapatkan verifikasi;
7. setelah verifikasi selesai, selanjutnya satuan fungsi pemrakarsa
menindaklanjuti rekomendasi Bidkum Polda;
8. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolda atau pejabat yang
ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja;
9. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan
naskah kerja sama; dan
10. Kapolda melaporkan kerja sama tersebut kepada Kapolri dengan

tembusan Asops Kapolri, Kadivkum Polri dan Kasatfung terkait
tinglkat Mabes Polri.

Pasal 18

Tahapan kerja sama dalam negeri pada tingkat Polres sebagai berikut:

a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:
1. Polres mengirim surat kepada pihak lain yang akan diajak bekerja
sama setelah mendapat persetujuan dari Kapolda;
2. pembuatan konsep awal naskah kerja sama oleh satuan fungsi
pemrakarsa mengikutsertakan Subbagkum Bagsumda Polres;
3. selanjutnya  satuan fungsi pemrakarsa melakukan koordinasi

dengan Bagops Polres dalam rangka persiapan Pokja;
4, satuan .....




10,
11.

12

: satuan fungs; pemrakarsa membuat surai: penntah PokJa yang
- mengikutsertakan satuan fungsi, terkalt :

' 'pembahasan substan31 maten (mternal ?oln),
_ pembahasan substansi maten dengan pihak lain;
pengiriman konsep naskah ker_]a sama hasil Polga kepacia B1c§}<um _

Polda untuk mendapatkan verifikasi;

. setelah verifikasi selesa1, selan;utnya satuan fungSA pemrakarsa
rnemndaklan_;utl rekomendasi- Bidkum Polda; -

paparan oleh Ketua Polqa kepada Kapolres d1had1r1 oleh seluruh
tim Pokja; : RESEARC

setelah kedua belah p}hak sepakat d;buat acara penandatanoanan
naskah kerja sama; . :

Kapolres meiaporkan penhal kerja sama tersebut kepada Kapoéda

. dengan tembusan Karcops Polda, - Kabldkum Polda dan Kasatfung

terkait tingkat Polda; dan

Kapolda melaporkan kerja sama tersebut kepada Kapoiri dengan
tembusan Asops Kapolr;, I{adzvkum Poln dan Kasatfung terkait
tingkat Mabes Polri.™” : S

inisiatif kerja sama berasal dari pihak lain:

1.

10.

11.

dalam hal Kapolres menerima pemberitahuan dari pihak lain
mengenai permintaan dilakukan kerja sama, Kapolres meneruskan
kepada fungsi yang terkait dengan materi kerja sama setelah
mendapat persetujuan dari Kapolda;

satuan fungsi yang ditunjuk sebagai pemrakarsa membuat konsep
tanggapan dengan mengikutsertakan Subbagkum Bagsumda Polres
dan koordinasi dengan ‘Bagops Folres dalam rangka persiapan
Pokia;

satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang
mengikutsertakan fungsi terkait;

pembahasan substansi materi (internal Polri);

pembahasan substansi materi dengan pihak lain;

pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Bidkum
Polda untuk mendapatkan verifikasi;

setelah verifikasi selesai, selanjutnya satuan fungsi pemrakarsa
menindaklanjuti rekomendasi Bidkum Polda;

paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolres dihadiri oleh seluruh
tim Pokja;

setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan
naskah kerja sama;

selanjutnya Kapolres melaporkan hasil pelaksanaan keria sama
tersebut kepada Kapolda dengan tembusan Karcops Polda,
Kahidkum Polda dan Kasatfung terkait tingkat Polda; dan

Kapolda melaporkan kerja sama tersebut kepada Kapolri dengan
tembusan Asops Kapolri, Kadivkum Polri dan Kasatfung terkait
tingkat Mabes Polri.




Bagzan Kedaa b
Kex:]a Sama Luar Negen I

Pasal 19

.. Tahapan kerja sama luar negem sebagai benkut
: penjajakan/ perintisan; -

b ‘pembuatan konsep_ awal atau konsep tanggapan mkonsuita31kan dengan
S thubmter Poln, G Lo o .

: _' : pembentukan Pok_}a

:;pembahasan substans1 materi {internal Polri); .

"o pembahasan substansi materi dengan pihak lain;

o ;'permmtaan venﬁkam kepada Dwkum Polri/Bidkum Polda;

" paparan oleh Ketua Poiga kepada Kapoh—l atau Kapolda atau pejabat yang
: d1tun_1uk

gk m A

konsultasi dengan Kementenan Luar Negeri;
i finalisasi naskah kerja sama bersama pihak lain;

&

j. penandatanganan naskah kerja sama;

k. penyimpanan naskah kerja sama;

L bila diperlukan, dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan naskah kerja
sama teknis;

m. sosialisasi;

n. pelaksanaan; daa

o. - ‘monitoring dan evaluasi.

Pasal 20
Tahapan kerja sama huar negeri pada tingkat Mabes Polri sebagai berikut:
a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:

1. satuan fungs.l pemrakarsa sebelum mengirim surat kepada pihak
luar negeri yang akan diajak bekerja sama, terlebih dahulu
berkoordinasi dengan Kadivhubinter Polri dengan tembusan Asops
Kapolri;

2. setelah menerima pemberitahuan dari satuan fungsi pemrakarsa,
Divhubinter Poiri wajib melaiukan pengkajian secara komprehensif
atas gagasan kerja sama;

3. pembuatan konsep awal naskah kerja sama oleh satuan fungsi
pemrakarsa mengikutsertakan Divkum Polri dan Divhubinter Polri;

4, satuan fungsi pemrakarsa berkoordinasi dengan Divhubinter Polri
dalam rangka persiapan Pokja;

5. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja dan
mengikutsertakan satuan fungsi terkait;

6. pembahasan substansi materi {internal Polri);

7. pembahasan .....




465 T

:.pernbahasan substanm maten dengan pﬁlak Iwn,

i "':-:pengmman konsep naskah ker]a sama haszl Pokga kepada Dlvkum

SRR Poln dan Kementerlan Luar Negen untuk mendapatkan verifikasi;
.;_f 9 hasﬂ venﬁka51 Dwkum Poin dan Kementenan Luar Negen, dlbahas
: kembah dengan plhak luar negen, . :
i 1(_)._' fpaparan oleh Ketua Pok]a kepada Kapolm atau pejabat yang
E d1tun_]uk dan d1had1n oIeh seiuruh tim Pokja dan
o 11._. setelah kedua belah plhak sepakat chbuat acara penandatanganan
naskah kerja sama . . :
b 'Jnlslauf kexja sama berasai dam plhak Iuar negen
1. ':dalam hal satuan fungsx mg:_ne,r;ma pembe_mtahuaﬂ dan pihak lain
mengenal permintaan dilakukan kerja sama, maka satuan fungsi
yang menerima permintaan kerja sama melaporkan kepada Kapolri
dengan tembusan thubmter Poln, '

2. Divhubinter . Polri . __memnd_aklamuti .surat tersebut dengan
melakukan pengkajian secara komprehensif atas gagasan kerja
sama dan berkoordinasi dengan satuan fungsi yang terkait dengan
materi kerja sama dan Sops Polri dalam rangka persiapan Pokja;

3. satuan fungsi _-'yan_'g terkait dengan materi kerja sama sebagai
pemrakarsa membuat konsep tanggapan dengan mengikutsertakan
Divhubinter Polri dan Divkum Polri;

4. satuan fungsi' pemrakaréé membuat surat perintak Pokja yang
mengikutsertakan satuan fungsi terkait;

5. pembahasan substansi mét.eri {intémal Polri};

6. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;

7. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum
Polri dan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan verifikasi;

8. hasil verifikasi Divkum Pelri dan Kementerian Luar Negeri, dibahas
kembali dengan pihak luar negeri;

9. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri atau pejabat yang
ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja; dan

10. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan

naskah kerja sama.

Pasal 21

Tahapan kerja sama luar negeri pada tingkat Polda sebagai berikut:

a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:

i.

Polda melakukan koordinasi dengan Divhubinter Polri dan Sops
Polri tentang rencana kerja sama dengan pihak luar negeri;

2. Divhubinter .....




10.

11.

12,

13.

14,

15.
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Divhubinter Peolri melakukan pengkajian secara komprehensif atas
gagasan kerja sama, seIanJutnya membenkan rekomendasi kepada

N Kapoicia, '

Kapolda mengajukan permohonan izin kepada Kapolri untuk
imelaksanakan kerja sama dengan pihak luar negeri;

setelah mendapatkan izin dari Kapolri, Kapeolda mengirim surat

‘permintaan kepada pihak luar negeri selaku mitra kerja sama

melalai Divhubinter Polri;

‘setelah’ mendapat jawaban persetujuan dari pihak luar negeri,

selanjutnya Divhubinter Polri menginformasikan kepada Kapolda
untuk membuat konsep awal;

satuan fungsi pemrakarsa berkoordinasi dengan Biroops Polda
dalam rangka persiapan Pokja;

satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang
mengikutsertakan satuan fungsi terkait;

pembahasan substansi materi (internal Polri);
pembahasan substansi materi dengan pihak lain;

paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolda atau pejabat yang
ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja; =~

pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum
Polri dan Kementerian Luar Negeri melalui Divhubinter Polri untuk
mendapatkan verifikasi;

hasil verifikasi Divikum Polri dan Kementerian Luar Negeri, dibahas
kembali dengan pihak huar negeri;

Kapolda atau ketua Pokja memaparkan di depan Kapolri atau
pejabat yang diturjuk dan dihadiri pejabat terkait di Mabes Polri;

setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan
naskah kerja sama; dan

Kapolda melaporkan perihal kerja sama tersebut kepada Kapolri
dengan tembusan Kadivhubinter Polrd, Kadivkum Polri dan Asops
Kapolri.

inisiatif kerja sama berasal dari pihak luar negeri:

1.

dalam hal satuan fungsi menerima pemberitahuan dari pihak lain
mengenai permintaan dilakukan kerja sama, maka satuan fungsi
yang menerima permintaan kerja sama melaporkan kepada
Kapolda mengenai akan dilakukan kerja sama tersebut;

Kapolda melaporkan kepada Kapolri dengan  tembusan
Kadivhubinter Polri dan Asops Kapolri tentang adanya permintaan
kerja sama dari pihak luar;

3. Divhubinter .....




(1)

{2

10.

11,

12,

13.

14.

15.

: _.'.Dlvhubmter Polri melakukan pengkag:an secara komprehensﬁ atas
o gagasan keria. sama, se}an_]utnya membeﬁkan rekomendas; kepada
: Kapoida i

- Kapolda . mengajukan . permohonan izin . kepada Kapolr; untuk

melaksanakan keqa sama dengan pihak hnar negeri; -

Kadivhubinter Polri meneruskan surat persetuman Kapoln kepada
Kapolcia S _ _ _ .

Kapolda menemskan kepacia satuan fung31 yang terkalt dengan
materi kerja sama sebagai pemrakarsa mengikutsertakan Bidkum
Polda untuk membuat konsep awal; o

satuan  fungsi pemrakarsa berkoordmam dengan Bircops Pelda

-dalam rangka persmpan Pokija;

satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokia yang
mengikutsertakan satuan fungsi terkait;

pembahasan substansi materi (internal Polri);
pembahasan substansi materi dengan pihak lain;

pengiriman kensep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum
Polri dan Kementerian Luar Negeri melalui D:vhubmter Polri untuk
mendapatkan verifikasi;

hasil verifikasi Divikum Polri dan Kementerian Luar Negeri, dibahas
kembali dengan pihak luar negeri;

Kapolda atau ketua Pokja memaparkan di depan Kapolri atau
pejabat yang ditunjuk dan dihadiri pejabat terkait di Mabes Polri;

setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan
naskah kerja sama; dan

Kapolda melaporkan perihal kerja sama tersebut kepada Kapolri
dengan tembusan Kadivhubinter Polri, Kadivkum Polri dan Asops
Kapolri.

Bagian Ketiga
Penandatanganan

Pasal 22

Naskah kerja sama dalam negeri yang dibuat pada tingkat Mabes Polri,
ditandatangani oleh Kapolri atau Pejabat yang ditunjuk dengan Surat
Perintah dan Pejabat dari pihak lain yang melakukan kerja sama.

Naskah kerja sama dalam negeri yang dibuat pada tingkat Polda,
ditandatangani oleh Kapolda atau Pejabat yang ditunjuk dengan Surat
Perintah dan Pejabat dari pihak lain yang melakukan kerja sama.

{3) Kerja sama ...
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: '-.":Ke_l_ja-_ 'ééma_ sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (2) dilaporkan kepada
©i - Kapolr, dengan tembusan Kadivkum Polri, Kasatfung terkait dan Asops

. jKa_PQI_ITi- &

(4

s

-'Naékah..:ice_rja sama dalam negeri yang dibuat pada tingkat Polres,
-+ ditandatangani oleh Kapoires dan Pejabat dari pihak lain yang melakukan

kerja sama. .

. Kerja sama scbagaimana dimaksud pada ayat (4 dilaporkan secara

berjenjang kepada Kapolda dan Kapolri dengan tembusan Kadivkum

- Polri, Kasatfung terkait tingkat Mabes Polri dan Asops Kapolri.

: (.1)_ _
- Polr, dilakukan oleh Kapolri setelah mendapat Surat Kuasa {full power)

(2)

(3)

Pasal 23
Penéndatanganan naskah kerjé. sama: luar negeri pada tingkat Mabes
dari Menteri Luar Negeri. :
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Kapolri dapat
melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai materi muatan kerja

SArna.

Penandatanganan naskah kerja sama luar negeri pada tinglat Polda,

‘dilakukan oleh Kapoida setelah mendapat izin dari Kapolri selaku

pemegang Surat Kuasa dari Menteri Luar Negeri.

Pasal 24

Penandatanganan kerja sama dapat dilakukan dengan:

a.

{1}

(2)

{3)

acara (ceremonial) olek para pihak di kantor salah satu pihak atau
ditempat lain yang disepakati: atau

cara terpisah, tidak pada saat bersamaan baik walktu maupun tempat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 25
Kerja sama mulai berlaku dan mengikat setelah disepakati dan
ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditentukan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam
bentuk kegiatan.

Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaporkan secara
berjenjang kepada Kapolri.

Bagian ....




' “"%Bag;axikézﬁﬁa
Jangka Waktu

Pasal 26

-Masa berlaku peiaksanaan kexja sama daiam negen dan luar negen sesuai
: :kebutuhan yang dmyatakan secara Jelas dajam naskah kelja sama. .

' Bagnan Keenam
Perpanjangan Kerja Sama

' PaéalZ'?- e

. Kerja sama dalam negen dan luar negers dapat dzperpanjang atas
" keinginan salahsatu’ pzhak dengan menyampaikan pembentahuan

“oi-secara Ctertulis - kepada pihak Iam minimal:"3 {tiga) bulan  sebelum

: berakh1rnya ker_]a sama. :

Perpanjangan sebagaxmana d;maksud pada ayat {1} dapat dilaksanakan
sesuai dengan tahapan keria sama sebagaimana diatur dalam peraturan
ini. B RPN

Bagian Ketujuh
Penghentian Kerja Sama

Pasal 28

Kerja sama berakhir apahila;

a.

disepakati oleh para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam keria
sama;

tujuan kerja sama telah tercapai;

terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan kerja
sama;

salah satu pihak tidak melaksa;iakan dan/atau melanggar ketentuan
kerja sama;

- dibuat suatu kerja sama baru yang menggantikan kerja sama lama;

muncul norma-norma baru dalam hukum yang berlaky;
objek kerja sama hilang; atau
terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Bagian Kedelapan
Penyimpanan

Pasal 29

Penyimpanan naskah kerja sama dalam negeri, meliputi:

a. naskah .....




@)
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a naskah asli disimpan oleh lemm Poln/ Bidkum Polda/

o Subbaglmm Bagsumda Polres, dan .

‘b, - salinan naskah ‘kerja .:sama disimpan oleh satuan fungsi

pemrakarsa, Sops Polri/Biroops Poida/Bagops Polres dan Setum
: '_P01r1 /Setum Polda/ Sium Po!res

Penylmpanan naskah- kezja sama daiam negeri sebagmmana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan ketentuan tata kearsipan yang berlaku

di 11ngkungan Polr:
Pa_sal 30

- - Penyimpanan naskah kerja sama luéi"r:_tég_c_aﬁ, meliputi:

a. .

; -"naskah asli disimpan di Treaty Room cleh Direktorat Jenderal Hukum

- dan Perjan_uan Intemasxonai Kementerian Luar Negeri;

b,

{1)

(3)

-'Sahnan naskah disimpan oleh ‘satuan fungs: pemrakarsa, Divkum

Polri/Bidkum Polda, Divhubinter Polri dan Sops Polri/ Biroops Polda
sesuai ketentuan tata kearsipan yang berlaku di lingkungan Polri.

Bagian Kesembilan
Sosialisasi

Pasal 31

Setiap naskah kerja sama yang telah ditandatangani, wajib
disosialisasikan kepada seluruh satuan fungsi baik tingkat Mabes Polri
maupun kewilayahan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan oleh Sops
Polri/Divkum  Polri/Divhubinter Polri/Biroops Polda/Bidkum Polda/
Bagops Polres/Subbagkum Bagsumda Polres bersama-sama dengan
satuan fungsi yang dikedepankan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat {1} dilaksanakan secara bersama-
sama dengan pihak lain atau masing-masing pihak.

Bagian Kesepuluh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri

dilaksanakan oleh satuan fungsi pemrakarsa dan Sops Polri.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama Iuar negeri
dilaksanakan cleh satuan fungsi pemrakarsa dan Divhubinter Polri.

Monitoring dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya
kerja sama.

Evaluasi dilakukan secara berkala sesual kebutuhan dan kesepakatan
para pihak.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama atau
masing-masing pihak,




PEI\EYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA

Bag;an Kesatu
Kelompok Ker_]a

Pasal 33

o _Pok_;a penyusunan naskah kexga sama _daiam negerx sebagm berikut:
-8 penyusunan konsep awal / konsep tanggapan dilakukan oleh pemrakarsa;

b, . pembahasan lanjutan . mengikutsertakan fungsi hukum dan satuan
.+ fungsi terkait; dan - : :

C. finalisasi dilakukan oleh Pokja gabungan vang terdiri dari pemrakarsa,
fungsx hukum fung31 terkait dan plhak laln

Pasal 34
Pokja penyusunan naskah kerja sama _Iiuar negeri dilakukan sebagai berikut:
a. penyusunan konsep awal/ koﬁééﬁ téhggapan dilakukan oleh pemrakarsa;
b. pembahasan lanjutan mengikutsertakan fungsi hukum, satuan fungsi
terkait, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internas:onal

Kementenan Luar Negen dan

C. fmahsas; dliakukan oleh Pokja gabungan yang terdiri dari pemrakarsa,
fungsi hukum, fungsi terkait, dan pihak lain.

Bagian.iKedua. £
Teknik Peayusunan

" Pasal 35

(1)  Teknik penyusunan naskah kerja sama, meliputi:

a.  judul; o
b, pembukaan; '
c. batang tubuh;
d. = penutup; dan
lampiran {jika diperlulkan).

(2) Dalam naskah kerja sama, masing-masing pihak mencantumkan
lambang sesuai ketenituan yang berlaku,

Pasal 36

{1} Penyusunan naskah kerja sama luar negeri menggunakan Bahasa
Inggris, Bahasa Indonesia, dan bahasa negara pihak lain.

(2} Kertas .....
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' .f{?._) e Kertas naskah kerja sama huar ‘negeri menggunakan kertas perjanjia,ﬁ_, o
. . yang disiapkan .oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian S

. Internasional Kementerian Luar Negeri.
Pasal 37

| -Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah kerja sama tercantum dalam
. lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ing

 BaBY
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri Nomor 10
Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku,
Pasal 39
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

Drs, SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2014

MENTERI HUXUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 971
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A “TEENIK PENY’USUNAN NASK&H K.ERJA SAMA.
DALAM HEGERI DAN LUAR NEGERI o0

1A 'MBAN'G -

' 1. Dalam penulisan naskah kerja sama dalam negen penempatan
.-.lambang PARA PIHAK sebagal benkut L o

& Plhak pertama o diletakkan d1 sebeiah km, dan
b Plhak kedua {II) dﬁetakkan sebelah kanan

2. Dalam penulisan naskah kerja sama luar negeri, menggunakan kertas

© . perjanjian yang-dikeluarkan : oleh ‘Direktorat Jenderal Hukum dan

“ Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negen, dengan halaman
pertama berlambang “Garuda Pancasﬂa '

II. JUDUL

1. . Judul naskah kerja sama memuat keterangan mengenal jenis,
nama instansi, nomor, tahun pembuatan dan nama naskah kerja
sama, :

2. Pencantuman nama instansi yang harus didahulukan adalah
didasarkan pada tingkat hierarki kelembagaan dan sebelum
judul dicantumkan lambang masing-masing instansi. Instansi
yang menginisiasi/mengajak kerja sama, lambangnya diletakkan
di sebelah kiri;

3. Nama naskah kerja sama dibuat secara singkat dan mencerminkan
isi naskah kerja sama;

4, Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan
di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca;

5. Pada judul naskah kerja sama perubshan, ditambahkan frase
“perubahan atas” di depan nama naskah kerja sama,;

6. Dalam hal naskah kerja sama luar negeri, disesuaikan dengan
ketentuan Perjanjian Internasional.
III. PEMBUKAAN
Bagian “Pembukaan” terdiri dari:
1. Kalimat pembukaan, yang mencantumkan tempat, hari, tanggal,
bulan dan tahun penandatanganan naskah kerja sama. Untuk

naskah kerja sama luar negeri, didahului dengan pencantuman
identitas PARA PIHAK yang akan melaksanakan kerja sama;

2. identitas .....




2. Identitas -PARA -PIHAK, yang memuat nama pejabat/para pihak, i
© 0. jabatan, kewenangan bertindak, alamat/kedudukan dan diakhiri - B
‘dengan - ‘kalimat  “selanjutnya  disebut = PIHAK PERTAMA dan -
- PIHAK KEDUA". Apabila kerja sama dilakukan oleh lebih dari dua .
‘pihak, maka dituliskan “selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
'PIHAK KEDUA, dan seterusnya™ - C

3. ' Pejabat Polri yang mendapat pendelegasian dalam hal ini bertindak

. untuk dan atas nama  Kepolisian Negara Repubiik Indonesia,

- berdasarkan surat perintah Kapolri dan dicantumkan pada bagian
-identitas naskah kerja sama,; '

. 'Lagar_ belakang;

& Memuat uraian ‘singkat mengenai pokok-pokok pikiran vang
.. menjadi latar belakang dan alasan pembuatan naskah kerja
sama, dengan diawali kalimat “PIHAX PERTAMA dan PIHAK
KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

b. - Apabila konsiderans latar belakang memuat lebih dari satu
pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam
rangkaian kalimat yang menegaskan perlunya dibuat naskah
kerja sama bagi PARA PIHAK; dan

c. .Tap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan
- dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata
“bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma i)
Contoh  :a.  bahwa ....;
b.  bahwa ..

5. Dasar hukum

& Memuat Peraturan Perundang-undangan vang dijadikan
dasar dibuatnya naskah kerja sama, yang  urutan
pencantuman - perlu  memperhatikan  tata urutan Peraturan
Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun
secara kronologis  berdasarkan saat pengundangan  atau
penetapannya, dengan diawali  kalimat  “Dengan
memperhatikan  peraturan  perundang-undangan sebagal
herikut:”; dan

b. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan
Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan
angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan
tanda baca titik.

6. Dalam hal naskah kerja sama luar negeri, disesuaikan dengan
ketentuan Perjanjian Internasional.

IV. BATANG .....




W BATANG TUBUH/IS;. i

" Dimulai denga.n aimea baru dengan mencantumkan kahmat

‘a.

“Berdasarkan hal-hal di  atas, 'PARA PIHAX sepakat - untuk
mengadakan  kerja sama  dalam ° rangka ....... melalui
' Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai
bemkut

Setelah. pencantuman ka}n'nat sebagaimana dzmaksud pada haruf
‘a, dirumuskan materi pokok yang akan diatur dalam batang tubuh,
vang materinya dikelompokkan dalam bab dan/atau pasal, dan
pasal dapat dipecah menjadz bebe_rapa ayat, dengan urutan
pengelompokan:

a. bab dengan pasal tanpa baglan dan

b. bab dengan bagian dan pasal

c. Penulisan kata “bab” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
baru diikuti dengan angka romawi, sedangkan penulisan kata
“Pasal” ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan
huruf kapltal : T

d. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan pasal dirinci
ke dalam beberapa ayat;

e. Ayat sebagaimana dimaksud pada huruf d diberi nomor urut
dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri
tanda baca titik; i

f.  Setelah bab/pasal tentang maksud dan tujuan, dirumuskan
materi tentang ruang lingkup dari naskah kerja sama untuk
memberi batasan kerja sama dalam naskah kerja sama;

g  Bubstansi mengenai pelaksanaan berisi tentang penjabaran dari
ruang lingkup naskah kerja sama;

h. Ketentuan lain-lain memuat tfentang perubahan, penyelesaian
perselisihan dan masa berlaku; dan

i.  Dalam hal naskah kerja’sama luar negeri, disesuaikan dengan
ketentuan Perjanjian Internasional.

PENUTUP

1.  Merupakan bagian akhir dari naskah kerja sama, memuat tentang

- pemberlakuan dari naskah kerja sama, penandatanganan
- pengesahan naskah kerja sama oleh kedua belah pihak.

2. Penandatanganan naskah kerja sama merupakan pernyataan
persetujuan para pihak atas isi naskah perjanjian.

3. Tajuk tanda tangan naskah kerja sama sébagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA diletakkan di sebelah kiri dan PIHAK KEDUA
di sebelah kanan;
b. tanda tangan pejabat;
¢. nama lengkap pejabat yang menandatangani;
d. cap/stempel.
4. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.
5. Dalam hal naskah kerja sama luar negeri, disesuaikan dengan

ketentuan Perjanjian Internasional.
CONTOH .....




478

B. CONTOH FORMAT NASKAH KERJA SAMA DALAM NEGERT

CONTOH 1

- LAMBANG

LAMBANG
PIHAK PERTAMA - PIHAK KEDUA
AT GaRY (KANAN)
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
 KEMENTERIAN ...oveoreicerernsrnerennans
e e A

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

U NOmMOL: vevian wadit f FARPORRS W
Nomor: cu.eu..... o ! 1.
TENTANG
Pada hari ini ........... tanggal ........... bulan ........ L otahun L , yang
bertanda tangan di bawah ini:
1. arerrenend R o s selaku MENTERI ..ccvcevnnenes ., dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama EKEMENTERIAN ...........
(ceennsene }; berkedudukan di Jalan ........... ..., selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
2o s versnenannay o Selaku . KEPALA  KEPOLISIAN NEGARA

REFPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama KEFPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI),
berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Raru, Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut PIHAX KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa .............. N
b. bahwa ..., ;
C. bahwa .............. :




. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

_Ber_dasérkén “hal-hal  di atas, _PARA  PIHAK sepakat  untuk
~-mengadakan  kerja sama dalam = - rangka ... ,  melalui
. ._Kesep_akatan_ Bersama, dengan_ menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

| MAKSUD DAN TUJUAN
(1)_--: Maksud Kesei:akatan -.Bérs.ézﬁs:_ ini adalah 'sebagal pedoman bagi
- PARA PIHAK dalam rangka .......ccoviennimnenns ; v
{2} Tujuan Kesepakatan Bersama .ini adalah terwujudnya....... dalam
rangka: I TR
- DO S 2 4
b, e AT ;
TR/ 5T £
BAB T
RUANG LINGKUP
Pasal2 '
Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- PO - o8 A 8, : 1]
b, e B B 4
o e R S
BAB 1l
PELAKSANAAN
Pasal 8
61 R o
(2} e,
(3] e,
Pasal 4 |
5 O
(2] e,
(B}
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_Pasal 5

(2} et
T
. BABIV. .
SOSIALISASI
Pasalé

: Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksénaannya disosialisasikan kepada
jajaran PARA PIHAK baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, guna
diketahui dan dilaksanakan.

BABV
ANALISIS DAN EVALUASI
Pasal 7
PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan

Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB Vi
PEMBIAYAAN
Pasal 8
(1}
R i,
BAB VII
EETENTUAN LAIN
Pasal g
Perubahan
()
()
Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan




. e
s . Masa Berlaku
R £ | O N
:_-(2}_ ............................
______ .BAB: v
_PENUTUP
= Pasal :_

"1?_ SRy

' Kesepakatan Bersama ind - dzbuat dan d1tandatangam pada hari, tanggal,
~ bulan dan tahun sebagaimana disebutkan “pada ‘awal Kesepakatan
Bersama ini, dalam rangkap <2-{dua) 'asli, masing-masing bermeterai

cukup dan mempunyau kekuatan hukum yang sama. setelah .ditandatangani
PARA PIHAK. .

Demikian’ Kesepakatan Bersama ini dlbuat dengan semangat kerja sama
yang baik, untuk d1patuh1 dan d11aksanakem oleh PARA PITHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEBUA,

Nama Pejabat Nama Pejabat

CONTOH 1. . ...
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s _. : C. CONTOH FORMAT NASKAH KERJA SAMA LUAR NEGERI

' CONTOH 1

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
. DAN
' KEPOLISIAN NASIONAL PHILIPINA
i e . TENTANG o
' PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian
Nasional Philipina, selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”;

Bertindak dalam kerangka semangat kemitraan dan kerja sama;

Dalam Naskah Kerja Sama ini mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
1. Latar Belakang; -
2. Dasar;

3. Maksud dan Tujuan; dan

4. Ruang Lingkup Kerja sama.

Telah menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1
Pengertian
Dalam Naskah Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

. :

2. s ;

3. e

Pasal 2
Bentuk-bentuk kegiatan

(1}

2}

(3




{3)

(1)
(2)
(3}

(1)
2}

{2)

(1}

...........

-----------

...........

...........

...........

-'.:'-'-:;Pa:s'él.:-s .

Kejahatan yang-:ﬂiﬁéhggulangi bersama

Pasal4

Strategi dan ir#a'qajemen

Pasal §
Prosedur Herja sama

Pasal 6

Penolakan dan Penundaan Permintaan

Pasal 7
Pemberitaan kepada Pers

Pasal 8
Pembiayaan

Pasal 9
Penyelesaian Perbedaan Pendapat
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Pasal 10

- Analisa -&aﬁ _Evaiuasi'

) . : .

'._(2}_ ............
 Pasalil

I  Ketentuan Lain
)

'(2)___ [PT

Dilakukan di ............... tanggal ... bulan ... tahumn ...

dalam 3 salinan asli yang berbahasa Inggris, bahasa Tagalog dan bahasa
Indonesia, ketiga teks tersebut sama-sama asli.

KEPALA KEPOLISIAN NASIONAL PHILIPINA  KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA NAMA
PANGKAT PANGKAT

CONTOHZ .. ...




CONTOH 2:._;. "

CONTOH BENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA POLRI DAN
BADAN BADAN KEPOLISIAN I}AN PENEGAK HUKUM LUAR NEGERI :

| REPUBLDE MDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
“THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
: CAND

MINISTRY OF DEFENCE, NATIONAL SECURITY AND IMMIGRATION OF
THE REPUBLIC OF FlLil

ON

COOPERATION IN PREVENTING ANb COMBATING TRANSNATIONAL
CRIMES AND ENHANCING CAPACITY BUILDING

This MEMORANDUM OF UNDERSTANDING fhereinafter referred to as
“MOU”) s made and entered intc by and between the Indonesian National
Police and the Ministry of Defence, National Security and Immigration of
the Republic of Fiji for the Fiji Pahce Force [hereinafter referred 1o as, the
"Partles™,

RECOGNIZING the principles of soversignty, independence, non-interference,
equality, mutual advantages and the right to maintain territorial integrity;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries,
as well as the procedures and policy of the individual Parties]

ADHERING to the Agreement betwesn the Republic of Indonesia and the
Repubiic of Fiji on the Framework for Developmant Cooperation;

HEREBY AGREE ON THE FOLL OWING:

Article 1
SCOPE OF COOPERATION

The Parties shall develop cooperation and consolidate existing friendly
relation -between the two countries especially strengthening the police
cooperation capacities.

‘Additionally tc establish cooperation in preventing and combating
transnational crimes and enhancing capacity building within the scope of
this MOU.
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o Article 20
_OBJECTIVE

The o'bjecﬁ\xes of this MOU Parties shall ve for the Parties to promote
-.closer cooperation.in- preventing -and -combating fransnational crimes, in
* particuiar acts relating to the following:

a).  Teafficking of lliicit Drugs, Psychatropic and Precursors;

© b}, Terrorism; ;

.¢).  Trafficking and smuggling of m%érants;

d). Money Laundering;

e} Trafficking of lllicit Arms and Explosives;

fi.  Cyber Crime; : :

g). International Economic Crime;

k). Corrugtion; and ’

. Other types of crimes if desmed necessary by both Parties:

Develep and enhance capability through educating and training for the
purpose of capacity building. - -

Arficie 3
AREAS OF COOPERATION

In order to achieve the objectives in Article 2 of this MOU, The Parties
shall cooperate in the following activities:

-a)... - Exchange of information on transnational crimes and other matters

related to police activities; .

B).  Prevention and combating of transnaticnal crimas and terrorism:
). Capacily building, training and knowledge sharing;
)
)

a0

Resources mobiization; and

Any other areas of shared priarities and common interest as may be
agreed to by the Pardies.

e

These activities will be developed and enhanced based on the
assessment during Bilateral Working Group Meeting,

Article 4
CAPACITY BUILDING, TRAINING AND KNOWLEDGE SHARING

The Parties shall work together to develop and improve their capabilities in
a mutually reinforcing way to facilitate the effective implementation of this
MOU and the achievement of its objectives.

The parties shall engage in staff exchange and secondment programmes,
as well #s sharing of best practices ‘and lessons iearned.
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Artmle 5
MECHANISM OF COOPERATION

1. The Parttes agree that the |mp!ementxrzg agencsas of thls MOU are the:
N a.. Intematlonal Reiatlons Division for the Endonesxan Natlonai Police;

b) Fiji Polica Force for the Mmlstry of Deferace Natlonal Securlty and
lmmlgratlon of the Repubhc of Fijl .

2. The Parties agree to estab!;sh commumcatlon channels between the
implementing agencies to ensure accurate information.

3. The Parties shall notify, each other through diplematic .chanpels of
changes in the competences or names of authonttes referred to in
paragraph {1) .

Artscle 6 :
BILATERAL WORKING GROUP

1. Under this MOU, a bilateral wcrkmg groeup to be established and to meet
annually andfor when there is a requirement. The meating venue 1o be in
turn or as decided by the Parties.

2. Tasks, authorities and: respons;bah!ies of the Bilateral Working Group
include the following: v

a).  SBet-out and decide Technical Arrangement and

b).  Plan, coordinate, control, supervise and evaluzte co-operation
programmes. :

Article 7
CONFIDENTIALITY AND TRANSFER OF INFORMATEON

The Parties shall guarantee the level of confidentiality of the provided
information under this MOU as well as the transfer and transmission of the said
information to any third party which can only be conducted with prior written
consent of the Parties.

Article 8
FUNDING

The cost of implementing this MOU will be shared as agreed between the
Parties. In other circumstances the funding of cooperative activities under this
MOU to be facilitated by mutual consent inciuding the cost of any assistance
provided by third parties jointly involved in a particular activity.

Mmmmﬁmmm@wzg R




o

488

s e e e

T R R

. Amcle 9
SETTLEMENT OF DISPUTES

. 'Aﬁy' disputes between the Parties on the intespretation or implementation

‘of this MOU shail be settled amicably by both Pames through consuitation,
“negotiation, or diplomatic channels.

2. .Each Party shali abide by the law of their respectwe countries and advise
: _each otheren the changes to thelr pl’lﬂﬁlpal leglslatlon

e Artlcle 10 .
REV!SION OR AMENDMENT

This MOU may be revised or amended at any time by written consent of the
Partiss. Such revision or amendment shal enter into force on such a date as
may be determined by the Parties. ..

Article 11
ENTRY INTO FORCE AND DURATION

This MOU shall enter into force on the date of its signing and remain in force for
3 {three) y=ars and may be extended for another 3 {three) years by mutual
consent in writing. .

Article 12
TERMINATION

1. This MOU may be terminated by either Party within 3 {three} months’
written notice prior to such termination:

2. The termination of this MOU shall not afect the commitment and
obligation of the Parties regarding confidentiaiity of the information under
this MOU, unless othernwise agreed to by the Parties:

Article 13
SOVEREIGN IMMUNITY

The Parties and their respective govermning bodies and countries do not waive
their severeign immunity when entering into this MOU, and each to fully retzins
all immunities and defenses as provided by law with respect to any action
based on or ecourring as the result of this MOU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized therete by
their respective  Governments, bave signed this  Memorandum  of
Understanding.
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Done in dupiicate In Jakarta on 23 November Z011, in two originals, the

Indonesian and English ianguages In case of any dlvergence of snterpretenon
Cthe Engllsh text shall prevaﬂ .

. For the Indonesran Maticnal Pelice | For the Ministry of Defenice, National

Ch[ef of the Indonesian Natu:mat _Secunty & Immigration of tha Republic

Poilce . Fi . R ofFu: )

T : Qi:a:::pmfsﬁ;

Tirnur Pradopo .
. Polee General - _——Tdinister

&
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

KEPALA KEPCLISIAN NEGARA REPUBLIE INDONESIA,
Tid.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLIS]
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